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A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberi i ; :
merupakan .perwujudcn fungg Oparg,:t?r;et')'g;‘é"i‘s'osz?r:snmohd kepada masyarakat
era olonomi desa dengan spirit desa membangun, fun goro o mcsycqum_ Fdda
salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kineria ing15[ pelayanan publik menjadi
karenanya berbagai fasilitas pelayanan  publik Jhorf;sqnlzgire]mg.rgigh ErE) Clich
masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi m;wi'tj}cfiian kpoofo
pelayc':l:(podn publik dilingkungan pemerintahan desa secara terukur dan m]emoogoi Igzrrjii
;?oe:gng (chlp}r'neneropkon prosedur kerja sesuai standar atau Standar Operasional

Pgneropon Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan pemerintahan desa
sebagcu pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sgrto meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan
ind.ikcior-lndikoior teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
keqq dan sistem kerja. Tujuan penerapan SOP dimaksudkan uniuk menciptakan
komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan good governance atau good village.
SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP digunakan untuk
mengukur dan mengevaluasi responsifitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja
pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
No0.25/KEP/M.PAN/2/2004 teniang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, ferdapat 14 indikator kriteria

pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan  jenis

pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yai
memberikan pelayanan (nama,
jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas
memberikan pelayanan, feruta
ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingka
yang dimiliki petugas dalam memberikan/meny

iu keberadaan dan kepastian petugas yang
jabatan serta kewenangan dan tanggung

pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
ma terhadap konsistensi wakiu kerja sesuai

t keahlian dan keterampilan
elesaikan pelayanan kepada

masyarakat; ; .
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target wakiu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadian mendapatkan pelayanan, yditu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang di_oncxni:
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku pefugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
i q menghargai dan menghormati;
0. g&%aran%io?& pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
‘ besarnya biaya yangd ditetapkan oleh unit pelayanan;




11. Kepastian bi
P n biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yand dipayarkan

12 Ssgggr%biqyo yang telah ditetapkan;
'dengon Qelfzgmgln32'%‘1’”|°"r’;d¥tcﬂfu pelaksanaan wakiu pelay
13. Kenyam - elah ditefapkan;
berssifh, rggiogg?qgr:,g?cn' quiu kondisi sarana dan prasarand pelayandn Vogg
5 Irzenerimq pebyonon;ur sehingga dapal memberikan rasd nyaman kepd
: pZﬁ%?gsn pelayanan, yaitu ferjaminnya lingkat keam
mGSYOerQ?Oro pelayanan ataupun sarana yang dig
rasiko cmo épergso tenang uniuk mendapatkan pelayand
<0 yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

anan sesudi

anan lingkungan unit
unakan sehinggd

n ferhadap resiko-

Indikator-indikator tersebut di o s i
' - : iatas dapat digunakan untuk menilai kinera instans!
fnzﬂr‘lnf-lt‘)fg\;?:kbc}ki secara |.n1ernol maupun eksternal. Dilihat dari fungsinyd: oP berfungs
sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis  dan Ck}ipc'1

i ekerjaan

gffiﬁongfunglawﬂbkon: menggambarkan  bagaimana tujuan  P€
ilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraiuran yangd berlaky; menjelaskan
baganmonqproses > elaksanaan kegiatan berlangsung: menjamin konsistensi dan proses
kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.
l?erdosarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan sop di lingkungan
Pemen.niohon Desa Pulau Gadang yang mengatur jentang tata kerja aparatur
pemerintah desa dalam menjalankan fugas dan fungsi seria kinerja pelayandn

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. DASAR HUKUM

garaan Negard yand

il Undgng~Undong Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengd
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 fentang Keterbukaan informasi PUbIik:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 fenfang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 {entang Perubahan Atas Undang-Undong
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Undang-Undang Nomor é Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang Peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 teniang Desa:

2 peraturan Pemeriniah Nomor 60 Tahun 014 fentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negard; i
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dal

Operasional Prosedur di Lingkun
10.Perafuran Menferi Negara Pendayagunadn Aparatur

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ientang Pedoma

Operasional Prosedur Administrasi Pemerinfahan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangundan Daerah Te

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

dan Kewenangadn Lokal Berskala Desa;
paratur Negara dan Reformasi Birokrasi

14.Peraturan Menteri Pendayagunadn A
Nomor 12 Tahun 2015 fentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15.Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di

Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);

e O

o

am Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar

gan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kotd:
Negara dan Reformasi

n Penyusunan Standar

rtinggal dan Transmigrasi
Berdasarkan Hak Asal-Usul



@l =" Bupali Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuandar
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat dari penyusunan Standar Operasional Prosedur [SORICE
ingkungan Pemerintahan Desqa Py|qy Gadang adalah :
1. Menjadi pedoman acuan dalam peningkalan pelayanan administras!
pemerintahan dan kependudukan: i dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efekifitas pelaksanaan fugas pokok, fungs
kewenangan aparaiur pemerintahan desa:
3. Meningkatkan akuntabilitas kKineria dan pelayanan
kemasyarakatan.

pemerintahan Gl




DAFTAR
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SAT
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e
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Kepala Urusan
Umum

TOO00TQ

(@)

-Pengelolaan Surat Masuk:

.Pengelolaan Surat Keluor;

4 ggggurusqn Perjalanan Dinas (SPPD/SPT):
. gurusan Permohonan Izin/Culi Pegawal
- Penyediaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja:

.Penyusunan dan Pengelolaan Data/In

. Pengelolaan Legalisasi

Penyiapan  Administrasi dan Perlengkapadn
Acara/Rapat;
formasi

Kepegawaian:
Surat/ Dokumen,
Penalakelolaan Arsip Desa;
Penyelenggaraan Tamu Dinas;
Penyelenggaraan choi/Musycwarah:

Dan lain-lain sesuai perminiaan Kepala DesA
——

dan/atau Sekretaris Desa. ]

Kepala Urusan
Keuangan

.Pengajuan Siltap dan tunjangan Pegawdi;
. Pengajuan SPP;
. Pelaksanaan Belanja Desa;

. Pelaksanaan SPJ;
. Penyusunan Laporan Redlisasi Anggaran

. Dan lain-lain sesuai permintaan Kep

/Keuangan Semesieran dan Tahunan:
Pelaksanaan ADD/DD/PBH/PADES dalam

Penatakelolaan Keuangan Desd:
ala Desa

dan/atau Sekretaris DesaA. -

Kepala Urusan
Perencanaan

Penyelenggaraan Musrenbang Desa;

Penyusunan Hasil Musrenbang Desa;

Penyusunan RPJMDes/RKPDes;

Penyusunan RAB Pembangunan Desq,

Pengkoordinasian Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penyusunan Evaluasi Pelaksanadn Rencana

Kerja (Renja) Bulanan/ Tahunan;

g. Penyusunan dan Pengelolaan
Data/Informasi Pembangunan,

h. Dan lain-lain sesuai permintaan Kepala Desa

dan/atau Sekretaris Desa.

®00 00

—

KET

Kepala Seksi
Pemerintahan

Penyusunan Laporan Kependudukan;
Pelaksanaan Agenda Kegiatan,
Pengaturan Legalisasi  Peraturan

Perundang-Undangan;
Penyusunan dan Pengelolaan Data/Informasi

Pemerintahan dan Kependudukan;
Dan lain-lain sesuai permintaan Kepala Desa

dan/atau Sekretaris Desa.




Kepala Seksi
Kesejahteraan

- Pelaksanaqgn Kegialan Sosial Budaya;
- Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Kemcsyorckoton;

- Penyusunan dan Pengelolaan Data/ Informasi

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

- Dan lain-lain Sesuai permintaan Kepala Desa

dan/atau Sekretaris Desa.

Kepala Seksi
Pelayanan

- Melaksanakan penyuluhan dan molivasi

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat:

- Melakukan evaluasi tingkat perkembangan

Pelayanan administrasi kepada masyarakat;

- Melakukan sertq meningkatkan upaya

partisipasi masyarakat dalam segala hal;

; ° ilai
. Melakukan pelayanan seperti pelestarian nila

sosial budaya masyarakat dan
ketenagakerjaan:;

SSgres : : sa
- Dan lain-lain sesuai permintaan Kepala De

dan/atau Sekretaris Desa.

Kepala Dusun

iberikan
. Pelaksanaan Tugas Pembaniuan yang diberik

Kepala Desa:

. Pengkoordinasian RT/RW: o
. Pengelolaan dan Penyelenggaraan P_osykcgil .
- Penyelesadian Masalah atau Kasus diTing

Dusun/RT/RW:

. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun;

Pelaksanaan Pembangunan dgn ;
Pemberdayaan Masyarakat ditingka
Dusun/RT/RW:

: , Desa.
._Dan lain-lain sesuai permintaan Kepala




STANDAR OPERASIONAL P
ROSEDUR (SOP
PENGATURAN DISIPLIN KERJA DI LINGKUNGAN(PEMéRINTAHAN
DESA PULAU GADANG

. PENGATURAN DISIPLIN KERJA

"pUI:Ee'ngcx’ruron Disiplin Kerja di Lingkungan Pemerintahan Desa Pulau Gadang.
me .

Waktu Kerja;
zin;

Hari Libur;
Pakaian Dinas;
Bahasa; dan
Laporan.

O~ WA —

A. Wakiu Kerja
ari kerja, dan setiap

(1) Wakiu kerja adalah jumlah efekiif jam kerja selama 5 (Lima) h .
bagai berikut :

Hari Senin melaksanakan Upacara Bendera dengan rincian sé

a. Senin :Jam 07.15 s/d 16.30 Wib
b. Selasa-Kamis : Jam 08.00 s/d 16.30 Wib
Istirahat : Jam 12.00 s/d 14.00 Wib
c. Jumat : Jam 08.00 s/d 16.30 Wib
Istirahat : Jam 11.30 s/d 14.00 Wib

(2) Pelaksanaan wakiu kerja meliputi kewajiban unfuk :
Mengikuti ketentuan jam kerja ;

a.
b. Mengisi daftar absensi harian;
c. Mengikuti ketentuan/pembagian jadwal harian;
d. Memperhatikan kalender kerja desa; -
e. Mengikuti rapat evaluasi bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu bila
diminta;
n setiap bulan sesuai waktu yang

Mengikuti apel kesadaran yang diadaka
telah ditentukan;

Mengikuti kegiatan bhakfi sosial lingk
Mengikuti semua acara/kegiatan yang telah dijadwalk
Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan deng

—

ungan pemerintah desq;
an desa; dan

an acara/kegiatan

2@

desa.

B. Izin
Pegawai yang berhalangan masuk kerja minimal mengajukan izin satu hari

sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis.

C. Hari libur
Hari libur kerja pegawdai mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.




D. Pakaian Dinas

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa :

a. Hari Senin : PO
b. Hari Selasa : Kemeja Hilam dan Celana/Rok Hitam:;
C. Hari Rabu : Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam:;
d. Hari kamis . Pakaian Batik
e. Hari Jum'at : Pakaian Muslim/Olah Raga

E. Bahasa

H il an
Selama jam kerja pegawai wajib menggunakan Bahasa Indonesia di lingkung
Kantor Desa.

F. Laporan

. desa atau
Semua waijib memberikan laporan kinerja setiap bulan kepada kepala
setiap saat bila diminia.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGATURAN PELAYANAN PENGADUAN LINGKUNGAN
DESA PULAU GADANG

. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
tulisan,

. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan,
email, telepon, Website, sms dli:
- ! : an
- Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon p?ngagugnsegerg
berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawd C(; kepada
Igiengcm memberikan jawaban langsung atau mengkomfirmasikanny
erangkat Desa ferkait pengadilan secepatnya:; ; but
. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan mosyaram”ptb\rfgnec;;egon
kepada Perangkat Desa terkait atau Perangkat Desa yangd diberi ke
untuk menangani pengaduan dimaksud:
; o ntuk
. Perangkat Desa terkait atau Perangkat Desa yang diber kewenrc]lﬂﬁ?; L;/ong
menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelgah kan kepadd
dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkd
Kepala Desa untuk ditindaklanjuti; '
’ 1 n On
;s Kepclo Desa menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koordmﬂes'ndgdgon
pihak/Perangkat Desa terkait yang berhubungan dengan pend
masyarakat/publik tersebut: i
: ublik
Kepala Desa memberikan jawaban terhadap pengaduan mosé?rajlﬁﬂfglgplomo
tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, Website, telepon, sms P
10 hari sejak pengaduan diterima.

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat /publik dan
penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut; i
. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan AP el
pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan 1ohun_0n.'Fl3(Opio[
pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kan

pengadilan; at tahap
. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memu Sohs
penanganan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diferima

ditembuskan kepada Kepala Desa.



- Melaporkq

; m Terjadi Bencana :
embuaqi Peta rawan bencang

enyiapkan potens;
Melukscnok ©Nsl masyarakat / LINMAS untuk penanggulangan bencana;

Menetupkon daerah

Memberikan peringcf’”emc“f pengungsian korban bencana:

bencana; an dini kepada masyarakat yang finggal di daerah
mengungsikon korb

encari dan menvelq ST
Memberikqn Deﬁo\?ongn;?kon korban dari akibat bencana:
meny:opkon dapur umum;

enyi ’
Menélgrakqlfempoi P€nampungan sementara bagi korban bencana.
Meneri ankan daerah yang terkena bencana:

Ma, mengelola dan menyalurkan bantuan:

N kejadian bencana ke ;
pada camat;
engamankan harig benda milik korban yang kena bencana.

an bencana:

2. SAATTERJADI BENCANA

3. SESUDAH TERJADI BENCANA

4,

noaQo

o0

a.

—oanyo

Menginventarisasikan jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian;

Memokomkon korban bencana yang meninggal dunia;

Merehabilitasi moril dan fasiitas sosial serta fasiitas umum yang ferkena

bencana:

Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman;

g’\ebpfrkon kejadian bencana dan kebuiuhan yang diperlukan kepada
amat.

Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana dan menyiapkan
dapur umum;

Menyiapkan tempat penampungan sementaraq;

Mengungsikan korban bencana:

Mengamankan daerah bencana;

Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan;

Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati melalui Camat.

PROSEDUR KERJA PENYALURAN BANTUAN DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

a.

o

Q

.

Mendata data korban, prasarana (jalan, jembatan, saluran), sarana
(bangunan sosial, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan

ekonomi, bangunan olah raga, taman), dan lain-lain;

Menyampaikan data permohonan Rehabilitasi; e ; _ :
Menerima dan menghimpun data permohonan Rehabilitasi dari Unit-unit

Pelaksana; it
Mengolah dan menyusun program untuk rehabilitasi; &
Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan atau skala prioritas

dengan bantuan unit terkait; S
Mengusulkan kebutuhan rehabilitasi; B
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rehabilitasi.

S J



w N

B.

. Permohonan secara langsung ke Kantor desa harus membaw

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
DESA PULAU GADANG

. PERSYARATAN

a Surat Pengantar

RDT/RW setempat dan atau Dokumen yang diperlukan yang diketahui Kepala
usun;

: FotokOpﬁ Kartu Keluarga (KK);
. Folokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
. Permohonan melalui Aplikasi Pulau Gadang O

nline harus mencantumkan Nomor

HP secara benar, dan melengkapi berkas yang diperlukan serta menunjukkan

data diri/ identitas asli pada saat mengambil berkas di Kantor Desa;

TARIF BIAYA

Tidak ada biaya

C. BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Permohonan Surat Keterangan/Rekomendasi di
Desa harus sudah selesai diproses dalam jangka wa
jam sejak tanggal diterima permohonan bagi yang telah len

fingkat Desa melalui Sekreio_riof
ktu paling lama 1 (satu) kali 24
gkap dan memenuhi

semua persyaratan.

D. KEWENANGAN PENANDATANGANAN

it

Kepala Desa.




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 1 TESTIAN DESA PULAY GAOANG
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG S3Z+  KABUPATEN KAMPAR

BADAN PERMUSYAWARAN DESA

(BPD)

KEPALA DESA

DESA PULAU GADANG

SYOFIAN, SH. MH

SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

KEPALA URUSAN
KEUANGAN

KEFALA URUSAN
PERENCANAAN

: ARAFIK

° EKON ARIANTO

KEPALA SEKS|

KEPALA SEKS!
PELAYANAN

KEPALA URUSAN
UMUM
b
= RIANI
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN FEMERINTAHAN

ERIK SAPUTRA

L
L |

KEPALA DUSUN |
KAMPUNG MAHLIGAL

KEPALA DUSUN 1|
KQOTO PANJANG

£ KEPALA DUSUN 11}
.UN KAMPUNG TENGAH
A

ANGGI MATRIYO

KEPALA DUSUN IV
KAMPUNG PASAR

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
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PROFIL KEPALA DESA

DAN
PERANGKAT DESA




DATA PRIBADI
o> E Sy,

« NAMA e

. JENIS KELAM] f fyﬁF IAN, SH. MH x

. GOLONGAN DARAH Sy '

« NIK ;

B OIPASSPORT : 1401041302740003

. HAN DPHONE : P.1401.0508040

: 0811

« KEBANGSAAN : Indon:6‘90 S

. STATUS Sty

. TEMP '

AT TANGGAL LAHIR : Pulau Gadang, 13 Maret 1974
Kec. XIII Koto, Kab. Kampar-Riau

SOSIAL MEDIA
Email ! kadespuga@gmail. : 1 i
e (@najo_sa;'@ ail.com Facebook : Datuok Majo Sati
PENDIDIKAN FORMAL

. Un%vers%tas Islam Riau (S2)  Pekanbaru-Riau : Sertifikat

« Universitas Darul Ulum (S1) Jombang-Jawa Timur : Sertifikat

« SLTA PGAI Padang-Sumbar  Sertifikat 1993

;. glﬁgp Kuok-Kampar-Riau : Sertifikat 1990

Pulau Gadang-Kampar-Riau : Sertifikat 1989
PIAGAM DAN PENGHARGAAN

e DANLAT PAMWIL SATGAS YON 132/ Bima Sakti
Dalam rangka mensukseskan latihan Pratugas Phase III Yon 132/BS ke
Nanggro Aceh Darussalam.
e Juara II (dua) Lomba Desa Berprestasi
Tingkat Kabupaten Kampar-Propinsi Riau.
« Penghargaan dari Kementerian PDTT Republik Indonesia
Pembagian BLT DD Tepat Waktu dan Sasaran.
« Sertifikat dari DPP PKS
Sebagai Narasumber dalam acara Webinar Nasional “Perubahan UU DESA”.
« Sertifikat dari Forum BPD Kampar dan Lembaga Ceris
Sebagai Peserta Pelatihan dan Bimbingan Teknis BPD “Pengawasan Dana Desa
oleh BPD dan Dana Penyertaan BUMDes”.

KURSUS DAN SEMINAR

e Pelatihan Ilmu Kepemerintahan Oleh BSPPM Kabupaten Kampar, dari tanggal
12 s/d 16 Oktober 2003, Sertifikat

e Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Se-Sumatera dan Musyawarah
Wilayah [ Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia
(IMAPESI), oleh Universitas Riau (UNRI), di Pekanbaru 8 - 12 Juli 2002.
(Sertifikat)

e Seminar Internasional Money Laundering oleh CID (The Indonesia National
Police) dan UNI (Kemitraan Usahawan Nasional Indonesia), 13-14 September
2000 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Sertifikat)

e Kursus bahasa Inggris Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia (1993). (Sertifikat)



; gle;glkql:ltl In house training radiographic dari PT. Lekommaras-Batam Olch
a ar.lk enaga Atom Nasional (BATAN) 1994,
2 'I;‘ﬂ::l?:lo?;]g’};r“(,ﬁt*? Cl())mpl-lter training untuk Ms. Office 95, 97” oleh Information
ept. PT. ; . v
rekomendasi. P Mc. Dermott Batam, Indonesia, sertifikat dan
5 Nllg}r]lg]:l’};‘ug P Tnas l:lntuk Materials and Warehousing System dilaksanakan
3 - Japan Medical Supply (JMS) - Batam Indonesia

pENGALAMAN KERJA

¢« Kepala Desa Pulau Gadang-Kecamatan XIII Koto Kampar-Kab. Kampar.
01 Januari 2020-Sekarang
o KETUA BPD Desa Pulau Gadang 2019 s/d Desember 2019
° ﬁ"lf‘gﬁPD Desa Pulau Gadang 2014-2019
T/Co ’
e nsultan Hukum pada Kantor Pengacara “SYOFIAN &
Posisi : Advokat/Consultan Hukum
: Sampai Sekarang
e PTBUKAKA TEKNIK UTAMA
P0§151: Legal Corporate
Mei 2009 s/d Oktober 2010
o Kepala_ Desa Pulau Gadang-Kecamatan XIII Koto Kampar-Kab. Kampar.
23 Juni 2001-23 Juni 2006
o PT. Mc. Dermott Indonesia Oil Fabrication service Offshore and Onshore
Construction
Batam Fabrication yard.
Posisi: Quality Control - 2
Mei 1997 s/d Agustus 1998
. PT. LEKOM MARAS. NDT-Mc. Dermott Batam Fabricatiaon Yard.
Posisi: NDT Crew
Maret 1994 s/d April 1997

PENGALAMAN ORGANISASI

« Ketua DPD PAPDESI RIAU
2022 s/d Sekarang
» Ketua Forum BPD Kampar

2016 s/d 2019
Forum Komunikasi Masyrakat Peduli Pembangunan Banten (FKMPP-B)

Rangkas Bitung-Kabupaten Lebak-Propinsi Banten
Jabatan : Departemen Hukum dan HAM
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Propinsi Riau.
Jabatan : Wakil Ketua (Bidang HUKUM dan HAM)

Sampai Sekarang
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Kabupaten Kampar — Propinsi Riau

Jabatan : Ketua
Februari 2001 Sampai Januari 2006
Ketua Lembaga Adat Kenegerian Pulau Gadang.

Februari 2000 s/d 2014

1 ‘:I‘ : '
PULAU GADANG




PROFIL PERANGKAT DESA PULAU GADANG

at/Tanggal Lahir
Kelamin

arganegaraan
amat Lengkap

Pendidikan Terakhir

warganegaraan
hat Lengkap
ikan Terakhir
tus Perkawinan

vat/Tanggal Lahir
- Kelamin

rganegaraan

at Lengkap
ikan Terakhir
Perkawinan

: LUKMAN HAKIM

: SEKRETARIS DESA

: 1401040506830003

: Pulau Gadang, 05-06-1983

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia

: Dusun 1II Kampung Tengah Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Belum Kawin

: ERIK SAPUTRA

: KASI PEMERINTAHAN

: 1401041507850001

: Pulau Gadang, 15-07-1985

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia

: Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Belum Kawin

: HENI NURMALA SARI

: KASI PELAYANAN

: 1401045108950002

: Pulau Gadang, 11-08-1995

: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Kawin

: VELLA SRINOVITA
: KASI KESEJAHTERAAN
: 1401046910940002

: Pulau Gadang, 29-10-1994
: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: Dusun Il Kampung Tengah Desa Pulau Gadang
2SSl

: Belum Kawin




Nama Lengkap
Jabatan

NIK

Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kewargancgaraan
Alamat Lengkap
pendidikan Teralhir
Status Perkawinan

Nama Lengkap
Jabatan

NIK

Pempat/Tanggal Lahir
enis Kelamin
gama
Kewargancgaraan
Alamat Lengkap
lidikan Teralkhir
s Perkawinan

Lahir

. RIANI
: KAUR UMUM
: 1401045712810001

: Pulau Gadang, 07-12-1981
: Perempuan

: Islam

: Indonesia

s Dusun 11 Koto Panjang Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Belum Kawin

: EKON ARIANTO

: KAUR KEUANGAN

: 1401042907900001

. Pulau Gadang, 29-07-1990

: Laki-laki

¢ Islam

¢ Indonesia

. Dusun 1I Koto Panjang Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Kawin

: ARAFIK

. KAUR PERENCANAAN

¢ 1401042701790002

. Pulau Gadang, 27-01-1979

: Lalki-laki

: Islam

: Indonesia

. Dusun | Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Kawin

: ERON SALEH

. KEPALA DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI

£ 140104 1708890004

: Pulau Gadang, 17-08-1988

¢ Lalki-laki

: lalam

: Indonesia

 Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang

: SITA

s Kawin




pat/Tanggal Lahir
is Kelamin

arganegaraan

at Lengkap
pendidikan Terakhir
:z,: Perkawinan

Na : a Lengkap

varganegaraan
at Lengkap
didikan Terakhir

: MEMI PERNANDO

- KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG

: 1401041703890004

: Pulau Gadang, 17-03-1989

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia

. Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Kawin

- ANGGI MATRIYO

. KEPALA DUSUN III KAMPUNG TENGAH
. 1401040103930004

- Pulau Gadang, 01-03-1993

- Laki-laki

: Islam

: Indonesia

- Dusun 11l Kampung Tengah Desa Pulau Gadang
: SLTA

: Belum Kawin

: AINAL YAKIN
. KEPALA DUSUN IV KAMPUNG PASAR

- 1401041707870001
. pulau Gadang, 17-07-1987

. Laki-laki

: Islam

: Indonesia

. Dusun 1V Kampung Pasar Desa Pulau Gadang
2 DY)

: Belum Kawin




Xl KOTO KAMPAR DISTRICT

KAMPAR REGENCY

EA:)ANPERL(\:S:Q»;/AMNDESA ol IFeRT " KEPALA DESA

DESA PULAU GADANG

SYOFIAN, SH. MH

SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

KEPALA URUSAN ) KEPALA URUSAN . KEPALA URUSAN
UMUM \ KEUANGAN PERENCANAAN

o EKON ARIANTO i ARAFIK

KEPALA SEKSI N KEPALA SEKSI
PELAYANAN @1 KESEJAHTERAAN
? N r;;R

KEPALA SEKS]
PEMERINTAHAN

V.
ERIK SAPUTRA

£1 HENI NURMALA SARI VELLA SRINOVITA. S. PI

HEAD OF DUSUN !
N KAMPUNG MAHLIGAL
v

\

o
f ERON SALEH

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

HEAD OF DUSUN 11

HEAD OF DUSUN 111
KOTO PANJANG

KAMPUNG TENGAH

’
s,
ANGGI MATRIYO

HEAD OF DUSUN IV
KAMPUNG PASAR

MEMI PERNANDO

AINAL YAKIN, A. Md




TUGAS , POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT
DESA PULAU GADANG

ermendagri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
.Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan
nerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
mbangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

elaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari:

ekretariat desa), yaitu unsur staf atau pelayanan (Kepala Urusan atau Kaurl) yang diketuai
oleh Sekretaris Desa Unsur
2 i¢'al.1|ksana| Teknis|, yaitu unsur pembantu kepala desa (Kepala Seksi atau Kasi) yang
o elaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.

Jnsur_kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya (Kepala Dusun atau

; Sebutan lainnya).

Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas
Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas,
Desa mempunyai fungsi:

anakan urusan umum seperti penalaan administrasi perangkat desa, penyediaan
na perangkal desa dan kantor, penyiapan rapal, pengadminisirasian aset, inventarisasi,

P T

3. Melaksanakan urusan keuangan seperli pengurusan adminisirasi keuangan, administrasi
nber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
ghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
¢<sanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan
( , menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring

K DAN FUNGSI BERDASARKAN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2015

KEDUDUKA

berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- 7

- )

= |



POKOK DA RERDASARKA DER DAGR

arsip, dan ekspedisi.
+ Melaksanakan urusan umum seperti penata,
prasarana perangkat desa dan kantor,
inventarisasi, perjalanan dinas
s Melaksanakan urusan keuan
sumber-sumber pendapatan

an administrasi perangkat desa, penyediaan
penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
, dan pelayanan umum.
gan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
; 1 ( dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan
admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan
desa lainnya.

. Melak_sanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belapja_ desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

' berkedudukan sebagai sebagai koordinator PPKD]

E
&

|

» mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa:
mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB
Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa lentang APB Desa, perubahan

APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

» mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD:

* mengoordinasikan  penyusunan  laporan  keuangan Desa dalam  rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

= melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

« melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

= melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

elaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian
Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD
an sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

=)

USh

L
>

»iberkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu
sa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

R L

urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
ahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyural, arsip, dan ekspedisi, dan
. adminisirasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
pafﬁ‘%rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
urusan keuangan memiliki fungsi seperli melaksanakan urusan keuangan seperi
5an administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
: S admlnistrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
lembaga pemerintahan desa lainnya. i '
urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
sun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

rembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.




KAUR KEUANGAN

S POKOK DAN FUNGSI BERDASARKAN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2015

E T T R
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« bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

FUNGS] s o

 memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,
dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

i

JKOK DAN FUNGSI BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 TRHUN 2018
DUKAN

berkedudukan melaksanakan fungsi kebendaharaan

B -

sun RAK Desa; dan

akukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar,
tausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
aran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

)asaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian[
) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD
kuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
PPKD ditetapkan dengan Kepulusan Kepala Desa.

'Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
g tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

nakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
g karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

L
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KAUR TU DAN UMUM

DA BERDASARKA DER DAGRI 84 TR 0

KEDUDUKAN

[« berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.

TUGRS

bertugas membantu Sekrelaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

FUNGS|

melaksanakan urusan ketatausahaan seperli tata naskah, administrasi surat menyurat,
arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum

DA BERDASARKA PER DAGR] 20 TA 018

EDUDUKA

[« berkedudukan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

T st

TUGAS

aksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran alas beban anggaran belanja
sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa
untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

s

a"i-.l-g ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD
1 sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
- PKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

-as?kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
] sﬁfkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
i

.ai;m melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
angljasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.




KRUR PERENCANAAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BEhDHSHRKHN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2015

EDUDUKAN

ls berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.

TUGAS

» bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

FUNGSI

- memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

gendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

iyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang lugasnya;

andatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa
k kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

yusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
nggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

ekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian
at (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD

n kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
ada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

aur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
<an bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

n melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
asa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.




EPALA SEKSI

o s e
L e

eksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala
ebaga» pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai

ke

Jepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen lata praja
>emerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

<epala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,

elestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan

=DUDUKAN

.:, berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis

T"_ertugas membantu Kepala Desa / Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional

Fos

T A e T A TP e e R T

1emiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,

embangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
1asyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
luarga, pemuda, olahraga, dan karang laruna.

BERDASARKAN PER DARGR] 20 TR D18

KEN

55

verkedudukan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

&
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[Tusas
. :g::iull:%l; :1‘3(:3;2: I"y!;aar;rg mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
B e e
o e o o

pertanggungjawabal; pelzakgzﬁgak: ?\l;tg%zz:’al B

‘melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, s i

: ) , sebagaimana tercantum dalam Bagi
3V‘_P!a(sal 3 ay'at (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKalg;?S
lasakan sebagian kekuasaaqnya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
saan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

agian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud
3 : . ada ayat (4
an berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 2 i

hn Kasi dalarp melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
daan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

EDUDUKA

|« berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis

UGAS :

| - bertugas membantu Kepala Desa / Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional

il

[Funas|
memiliki fungsi melaksanakan manaj
E regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembin

dungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan

pelaksanaan upaya perlin
lolaan Profil Desa.

emen lata praja Pemerintahan, menyusun rancangan
aan ketentraman dan ketertiban,

wilayah, serta pendataan dan penge

ATy, Toe ) S R
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s
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KEDUDUKA e
g’ = _berkedudukan melaksanakan fungsi kebendaharaan

TUGAS

-
e

« melakukan tindakan yan
sesuai bidang tugasnya;
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuaj bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barangl/jasa
untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya: dan

| |= menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
ertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

BTG,

g mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

* @ o o

nelaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian
? Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD

| sakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
| an PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

;jfan tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
n berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

‘?J.Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan

daan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
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KASI PELAYANAN
'l'.- BERDASARKA DEDR DAGRI 84 TA 0
EDUDUKAN
-
= berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis
JGAS
. bertugas membantu Kepala Desa / Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional
B
FUNGS

memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, :

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan..

R
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|KEDUDUKAN

. berkedudukan sebagai anggota PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dan
pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. St SR

elaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Bagian
basal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa selaku PKPKD
akan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian
n PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

:; tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
serdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

si dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
arang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri

- PELAKSANA KEWILAYAHAN (KEPALA DUSUN)

 KEPALADUSUN1
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v Kewnayahan atau Kepala Dusun berkedudukan seba

)a embantu Kepala D naan
wa m esa dalam pelaksa aa tuga

py

. - Sgai unsur satuan tugas kewilayahan yang
kKepam Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi. jE di ilayabnya: Untuk. mielaieEnatan

.,embinaénwketerr\tramaﬁ dan ketertiban, pelaksanaa _ 4 7 - =
ependudukan, dan penataan dan pengelolaan wz}:sghl,lpaya perlindungan masyarakat, mobilitas

_2 Mengawas! pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

elaksanakan pembinaan kemasyarakatan dal i
masyarakat dalam menjaga lingkungannya. am meningkatkan kemampuan dan kesadaran

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan mas ;
Reny_elenggar,amemeri_nt,ahap dgn,_peml:gar[gunan.yarakat dalam menunjang kelancaran

Kapnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Dusun/Kelian Banjar Dinas
E;ear;gdibacaPQd_aﬂnlﬂaU@quiQaWah ni. Bmasing h:otala DUSUR/elian Saniat DmasJ

| |KEDUDUKAN

. berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan

b [rucas o -

[+ bertugas membantu Kepala Desa / Perbekel dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya |

3 |FUNGSI

. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
~_penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan




